TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 19 / KWK-PBG / 2010 TENTANG
TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan i Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Nomor 18/KWK-PBG/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Tata Tertib
Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang—-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Rl Nomor 42 Tahun 1950); Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844); Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4836);
Undang — undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043 ); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4865);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (
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CATATAN :

Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 19/ KWK-PBG / 2010 Tahun 2010 diatur tentang :

Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagai berikut: 1
Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.; 2. Tata Tertib
Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu adalah sebagai berikut : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga mengisi daftar hadir;
Pelaksanaan Acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipimpin oleh pimpinan
rapat/Ketua KPU Kabupaten Purbalingga; Teknis pelaksanaan pengambilan nomor akan
dipandu oleh petugas; Pasangan Calon terlebih dahulu mengambil Nomor Undi, dengan
urutan berdasarkan nomor urut pada waktu Pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten
Purbalingga; Selanjutnya Nomor Undi yang telah diperoleh masing masing Pasangan Calon
digunakan sebagai dasar urutan pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon; Nomor Undi
maupun Nomor Urut Pasangan Calon yang sudah diambil oleh Pasangan Calon tidak boleh
ditukarkan; Setelah mengambil Nomor Undi maupun Nomor Urut Pasangan Calon agar dibuka
dan ditunjukkan kepada audiens; Setelah selesai mengambil Nomor Undi dan Nomor Urut
Pasangan Calon dan menunjukkan kepada audiens, Pasangan Calon menempatkan diri di
tempat yang telah disediakan; Hasil Pengundian Nomor Urut akan dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Keputusan KPU
Kabupaten Purbalingga; Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Purbalingga Tahun 2010 bersifat final dan mengikat.; 3. Keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2010
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